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ABSTRAK 
 
MUH EDWIN IKSAN (B 111 11 388), dengan judul “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam 
Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.956/Pid.B/2014/PN.Mks)”. 
Dibawah bimbingan Bapak Said Karim, Selaku Pembimbing I dan Bapak 
Amir Ilyas, Selaku Pembimbing II. 
Tinjauan penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum terhadap 
tindak pidana Secara Tanpa Hak Membawa Atau Menyimpan Senjata 
Tajam Oleh Anak dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan 
pidana pada anak yang Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa 
Hak Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 956/Pid.B/2014/PN.Mks 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu di Pengadilan Negeri 
Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan 
dengan melakukan wawancara langsung terhadap Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar. 
Data Sekunder diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku dan 
dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan karya tulis ilmiah 
lainnya. Data Primer dikumpulkan dengan jalan wawancara langsung 
dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana 
dalam putusan Nomor 956/Pid.B/2014/PN.Mks telah sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951. (2) 
Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, Hakim memiliki 
banyak pertimbangan sehingga terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang 
dijatuhkan oleh majelis hakim dengan menjalani pidana penjara selama 3 
(tiga) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu 
rupiah).   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Saat ini kejahatan dengan menggunakan senjata api dan senjata 
tajam semakin meningkat di Indonesia. Mutilasi, Pemerkosaan, Curanmor, 
Penculikan, Perampokan, Pembunuhan, berita seperti ini sudah tidak 
asing lagi kita dengar dan lihat melalui stasion televisi swasta yang banyak 
menayangkan sekelumit berita kriminal di Indonesia. Begitu banyaknya 
sehingga membuat Polisi tidak bisa berbuat banyak. Kasus kejahatan 
dengan menggunakan senjata tajam ini tentu sangat meresahkan 
masyarakat. Pada awalnya banyak orang yang membawa dan 
menggunakan senjata tajam untuk melindungi diri sendiri dari segala 
bentuk kejahatan, hal ini juga biasanya merupakan suatu adat istiadat 
yang berkembang dalam masyarakat.  
Salah satu jenis senjata tajam yang saat ini banyak disalah 
gunakan oleh orang-orang yaitu ketapel dan anak panah. Ketapel 
biasanya dibuat dari kayu, bambu maupun rotan dan diikatkan karet 
elastis yang dapat melontarkan panah, sedangkan anak panah dibuat dari 
besi, kaca, batu, tulang maupun bahan keras lainnya. Fungsi dari anak 
panah ini adalah untuk melindungi batang/badan anak panah dan 
kemampuanya dalam mengenai target. Panjang anak panah adalah 
sekitar 60 cm, dengan berat 18 gram, semakin besar diameter suatu anak 
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panah, maka tingkat kerusakan yang dihasilkan semakin besar, tetapi 
melayang lebih lambat di bandingkan dengan anak panah berdiameter 
lebih kecil. Diameter anak panah yang kecil akan membuat anak panah 
mampu meluncur dengan lebih cepat tetapi kerusakan yang dihasilkan 
akan lebih lemah. Ketapel dan anak panah dikategorikan sebagai sebuah 
senjata yang digunakan untuk menembakkan anak panah, dibantu oleh 
kekuatan elastisitas dari ketapel itu sendiri.  
Pada awalnya senjata ini digunakan untuk berburu dan sebagai 
salah satu peralatan perang. Selain itu panah juga digunakan sebagai alat 
utama dalam olahraga panahan, namun saat ini senjata ini banyak di 
salah gunakan oleh orang-orang untuk melakukan kejahatan.1 Busur dan 
panah juga sering digunakan oleh orang-orang sebagai senjata saat 
sedang berperang atau berkelahi. Hal ini dapat kita lihat dari maraknya 
perkelahian antara kelompok dan perkelahian antara pelajar dengan 
menggunakan ketapel dan panah sebagai senjata mereka untuk 
menyerang lawan. 
Kepemilikan senjata tajam baik yang illegal maupun yang legal 
kurang mendapat pengawasan dari masyarakat umum, aparat kepolisian 
dan TNI , hal inilah yang memicu maraknya kejahatan dengan 
menggunakan senjata tajam. Kejahatan dengan menggunakan senjata 
tajam ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun juga ada 
yang dilakukan oleh anak-anak.  
                                                          
1
 http://id.wikipedia.org/wiki/Busur_panah 
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Anak merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan 
bagian yang tidak terlepas dari keberlangsungan hidup manusia maupun 
kehidupan bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak 
memeiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara 
menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai 
kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.2 
Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab 
orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, 
menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 
yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau 
dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama 
bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara 
rohani, jasmani maupun sosial.3 
Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif 
perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang 
komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi , 
serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah 
membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat 
                                                          
2
 Penjelasan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
3
 Maidin Gultom. 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak ,Reflika Aditama, Jakarta ,hlm. 1. 
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yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.  
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh anak, anatara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak 
tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat 
Jenderal Permasyarakatan menunjukan bahwa tingkat kriminalitas serta 
pengaruh negatif penyalahgunaan Narikotika, Psikotropika, dan zat Adiktif 
semakin meningkat. 4 
Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan 
Konvensi Hak-hak Anak (Convention on The Rights of The Child) 
sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan 
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). 
Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan 
untuk melindungi dan mengayomi anak  yang berhadapan dengan hukum 
agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta 
memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan 
diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung 
jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan 
Negara. 5 
Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi 
perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan 
                                                          
4
Ibid. 
5
Ibid. 
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hukum wajib disidangkan di pengadilan anak yang berada di lingkungan 
peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan 
dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang 
memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para 
penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses 
penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni Diversi berdasarkan 
pendekatan Keadilan Restoratif. 6 
Dalam proposal ini penulis hendak meniliti tentang tindak pidana 
membawa atau menyimpan senjata tajam secara tanpa izin dan hak yang 
resmi yang dilakukan oleh anak. Penellitian ini selanjutnya akan mengacu 
pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 
956/Pid.B/2014/PN.Mks yang merupakan kasus tentang kepemilikan 
senjata tajam tanpa hak oleh anak yang terjadi di Kota Makassar. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana secara 
tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam oleh anak 
dalam Putusan Nomor 956/Pid.B/2014/PN.Mks?  
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan 
putusan pidana pada anak yang membawa atau menyimpan 
                                                          
6
Ibid 
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senjata tajam tanpa hak dalam Putusan Nomor 
956/Pid.B/2014/PN.Mks? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana 
membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak oleh anak 
dalam Putusan Nomor 956/Pid.B/2014/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan 
putusan pidana pada anak yang membawa atau menyimpan 
senjata tajam tanpa hak dalam Putusan Nomor 
956/Pid.B/2014/PN.Mks. 
 
D. Manfaat Penelitian 
  Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun 
manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 
1. Secara Teoritis 
a. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi 
pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia 
terutama masalah yang menyangkut tindak pidana membawa 
atau menyimpan senjata tajam oleh anak. 
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b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama 
menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk 
penelitian lebih lanjut mengenai upaya mengantisipasi terjadinya 
tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam oleh 
anak. 
2. Secara Praktis  
Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegak 
hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan 
permasalahan tindak pidana membawa atau menyimpan senjata 
tajam oleh anak 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
 Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah 
strafbaar feit dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada 
terjemahan resmi strafbaar feit.7 Jadi tidak ada pengertian / batasan 
yuridis tentang tindak pidana. Dengan tidak adanya batasan yuridis, dalam 
praktik selalu diartikan, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
telah dirumuskan dalam undang – undang. Hal ini didasarkan pada 
perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas 
“nullum delictum sine lege” dan sekaligus mengandung asas ( sifat 
melawan hukum yang formal).8 
 Kata strafbaar feit kemudian diterjemahkan kedalam bahasa 
Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata 
strafbaar feit oleh sarjana – sarjana Indonesia antara lain (Sudarto, 1986: 
31), delict (Moeljatno, 2002: 54-57) dan perbuatan pidana.9 
 Sementara dalam berbagai perundang – undangan sendiri digunakan 
beberapa istilahuntuk menunjukkan pada pengertian kata strafbaar feit. 
                                                          
7
 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia,Refika Aditama, Bandung, hlm. 96-97. 
8
 Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Renada Media Group, 
Semarang, hlm 82. 
9
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana 
Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 36. 
9 
 
Beberapa istilah yang digunakan dalam undang – undang tersebut antara 
lain:10 
1. Peristiwa pidana, Istilah ini antara lain digunakan dalam undang 
– Undang Dasar Sementara (UUDS)  Tahun 1950 khususnya 
dalam Pasal 14. 
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang – 
Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara 
untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan 
acara pengadilan – pengadilan sipil. 
3. Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini 
digunakan dalam Undang – Undang Darurat Nomor 2 Tahun 
1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere 
Strafbepalingen. 
4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam 
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian 
Perselisihan  Perburuhan. 
5. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang – 
undang, misalnya : 
a. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang 
Pemilihan Umum. 
                                                          
10
Ibid, hlm.36-37. 
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b. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang 
Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana 
Ekonomi. 
c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang 
Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka permasyarakatan bagi 
terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan 
kejahatan. 
 Beberapa ahli hukum pidana memberikan pendapat mengenai 
pengertian tindak pidana, sebagai berikut : 
a. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau 
perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang- undang, 
bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan 
oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.11 
b. Menurut Pompe “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran norma 
(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja 
ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku , dimana penjatuan hukuman terhadap pelaku tersebut 
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan hukum.12 
                                                          
11
 Erdianto Effendi,op.cit, hlm. 97. 
12
Ibid .,hlm. 98. 
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c. Menurut E.Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana 
yang sering juga ia disebut delik, karena peristiwa itu suatu 
perbuatan handelen atau deon positif atau suatu melalaikan 
natalen – negatif, maupun akibatnya ( keadaan yang 
ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).13 
d. Menurut RUU KUHP Tindak Pidana adalah perbuatan 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan 
Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana. 
 
2. Unsur Tindak Pidana 
 Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak 
sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang–
undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum 
pidana Indonesia, bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum 
kecuali ditentukan di dalam undang–undang.14 Rumusan–rumusan 
tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau 
sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari 
perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada 
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 Evi Hartanti, 2005,  Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6. 
14
 Erdianto Effendi,op.cit, hlm. 99 
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sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana 
kalau dilanggar.15 
 Dalam suatu tindak pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu 
unsur objektif  dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur 
yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si 
pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung 
di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan 
mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.16 
 Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:  
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);  
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;  
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;  
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP;  
                                                          
15
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, op.cit, hlm 39. 
16
 Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung,hlm.193. 
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5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP.  
 Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:  
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;  
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 
KUHP.  
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.  
Menurut, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur – unsur tindak 
pidana meliputi :17 
a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif 
b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – 
undang 
c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum 
d) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan 
e) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan 
                                                          
17
 Evi Hartanti,op.cit, hlm.99. 
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Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur–unsur 
tindak pidana adalah :18 
1. Subjek  
2. Kesalahan 
3. Bersifat melawan hukum ( dan tindakan)  
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang–
undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam 
dengan pidana 
5. Waktu, Tempat dan Keadaan ( unsur objektif lainnya ). 
 Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang 
menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. 
Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak 
pidana, dipihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak 
pidana, masalah tersebut adalah:19 
a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana 
(Bijkomende voor waarde strafbaarheid); contoh Pasal 123, 164 
dan Pasal 531 KUHP. 
                                                          
18
 EY. Kanter dan R. Sianturi, 1982, Asas – asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, 
alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm 211. 
19
 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm .49-51. 
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b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak 
pidana (voorwaarden van vervolg baarheid); contoh Pasal 310, 315 
dan 284 KUHP. 
 Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah 
merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat 
timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini 
merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak 
dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. 
Moelyatno, S.H unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari: 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). 
Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak 
terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang 
dimaksud pada Pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan 
bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya 
adalah seorang PNS. 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa 
penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini 
menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan 
penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum. 
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c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tentu 
seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana 
yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi  
ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) 
KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling 
lama dua tahun delapan bulan, tetapi tetapi jika penganiayaan tersebut 
menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima 
tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun. 
d. Unsur melawan hukum yang objektif  
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir 
atau objektif yang menyertai perbuatan. 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang 
pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, 
terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa 
sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal–hal 
lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. 
Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk 
kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut 
tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil 
barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya 
17 
 
menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan 
pencurian. 
 Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur–unsur tindak 
pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur–unsur tindak 
pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan 
menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian 
unsur–unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) 
ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap 
rumusan undang–undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan 
makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan 
penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan 
peraturan hukum.20 
 
3. Jenis Tindak Pidana 
 Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis 
tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam–macam sesuai 
dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu 
menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak 
pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik 
kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga 
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 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi,op.cit, hlm.42. 
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masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.21 Berikut 
adalah beberapa jenis tindak pidana, yaitu:22 
a. Kejahatan dan pelanggaran. 
Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran 
ini disebut oleh undang–undang. KUHP buku ke III memuat delik–delik 
yang disebut pelanggaran tetapi kriteria perbedaan kedua jenis delik 
itu belum dijelaskan di dalam KUHP. Namun ada dua pendapat yang 
muncul untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara 
pelanggaran dan kejahatan. 
  Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik 
itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu 
didapati dua jenis delik, yaitu : 
1) Rechtdelicten ialah perbuatan yang dengan keadilan, terlepas 
apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang–undang 
atau tidak, jadi yang benar–benar dirasakan oleh masyarakat 
sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, 
pencurian. Delik–delik semacam ini disebut kejahatan. 
2) Wetsdelicten ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari 
sebagai tindak pidana karena undang–undang menyebutnya 
sebagai delik, jadi karena ada undang–undang mengancamnya 
                                                          
21
 Teguh Prasetyo,op.cit,hlm.56. 
22
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, op.cit, hlm 44-48. 
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dengan pidana. Misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan. 
Delik–delik semacam ini disebut “pelanggaran“.  
Meskipun demikian perbedaan secara kualitatif ini tidak 
dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari karena 
tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan 
sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya ada 
“pelanggaran”, yang benar–benar dirasakan bertentangan dengan 
rasa keadilan oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak 
memuaskan maka di cari ukuran lain. Pendapat kedua mengatakan 
bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat 
kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan 
yang dilihat dari segi kriminologi, adalah pelaggaran itu lebih ringan 
daripada kejahatan. 
b. Delik formal dan delik materiel (delik dengan perumusan secara formal 
dan delik dengan perumusan secara materil) 
1. Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan 
kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai 
dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. 
2. Delik materil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan 
kepada akibat yang tidak di kehendaki (dilarang). Delik ini baru 
selesai apabila akibat yang tidak di kehendaki itu telah terjadi. 
Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. 
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c. Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per 
ommisionen commissa. 
1. Delik commisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap 
larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, 
penggelapan dan penipuan. 
2. Delik ommisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap 
perintah, adalah tidak melakukan seuatu yang diperintahkan / yang 
diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi dimuka 
pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang 
memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP). 
3. Delik commisionis per ommisionen commissa: delik yang berupa 
pelanggaran larangan (dus delik comissionis), akan tetapi dapat 
dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang 
membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338,340 
KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan 
kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 
KUHP). 
d. Delik dolus dan delik culpa 
1. Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal 
187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP 
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2. Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur 
misal: Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4) dan Pasal 359, 360 
KUHP. 
e. Delik tunggal dan delik berangkai 
1. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu 
kali. 
2. Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila 
dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan 
sebagai kebiasaan) KUHP. 
f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai 
1. Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa 
keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas 
kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). 
2. Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang 
mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat 
tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar. 
g. Delik aduan dan delik laporan  
  Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila 
ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij) misal: 
penghinaan (Pasal 310 dst.jo.Pasal 319 KUHP) perzinaan (Pasal 284 
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KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 
335 ayat (1) sub 2 jo.ayat (2) KUHP). Delik aduan dibedakan menurut 
sifatnya, sebagai:  
1. Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP. 
Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan 
pengaduan. 
2. Delik aduan yang relatif, misalnya: Pasal 367, disebut relatif karena 
dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antar si pembuat dan 
orang yang terkena. 
h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringanannya. 
  Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang 
mengakibatkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 
KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 
KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena 
dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-
anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut geprivelegeerd delict. Delik 
sederahan misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 
362 KUHP). 
i. Delik ekonomi ( biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan 
delik ekonomi 
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  Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam 
Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, Undang-
undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi. 
 
4. Subjek Dari Tindak Pidana  
Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan orang, pada 
dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu dalam manusia. Ini 
dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:  
a. Pertama, rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan 
kata-kata: “barangsiapa yang …….”. Kata “barangsiapa” ini tidak dapat 
diartikan lain daripada “orang” 
b. Kedua, dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang 
dapat dikenakan kepada tindak pidana . Pada dasarnya jenis-jenis 
pidana tersebut hanya dapat dikenakan kepada manusia. 
c. Ketiga, dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana 
yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi 
petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah 
manusia. 
d. Keempat, pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan 
kealpaan itu merupakat sikap dan batin manusia. 
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Tetapi dalam pekembangannya subjek dari tindak pidana ini tidak 
saja manusia melainkan juga badan hukum khususnya korporasi. 
Korporasi dalam Pasal 166 RUU KUHP 2004 memberi pengertian 
korporasi sebagai berikut: “korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari 
orang dan/atau kekayaan ,baik merupakan badan hukum maupun bukan 
badan hukum”.23 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Anak  
1. Pengertian Anak 
Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia 
anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum 
islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation 
Convention On The Right Of The Child Tahun 1989, aturan standar 
minimum perserikatan bangsa-bangsa mengenai pelaksanaan 
peradilan anak atau United Nation Standart Minimum Rules For The 
Administration Of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”) Tahun 1985 
dan deklarasi hak asasi manusia atau Universal Declaration Of Human 
Right Tahun 1948.24 
Berikut ini adalah pengertian anak dari beberapa undang-
undang yaitu: 
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Ibid,hlm.51. 
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 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.33. 
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1. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
tahun dan bahkan masih di dalam kandungan.25 
2. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan 
belum pernah menikah. 
3. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 Ayat (2) 
Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum 
mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.26 
4. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1) dikatakan 
bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 
adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik 
maupun mental atau belurn pernah melangsungkan perkawinan.27 
5. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, anak yang belum rnencapai usia 18 tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 
tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 
Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah 
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 Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. 
26
 Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak . 
27
 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: 
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan 
Agama Islam, 2001, hlm.50. 
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mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya 
sendiri, maka Ia termasuk katagori anak. Namun berbeda apabila ia 
telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai peraturan 
hukum atau perundang-undangan.28 
6. Menurut Pasal 45 KUHP, anak adalah orang yang belum cukup 
umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) 
sebelum umur 16 (enam belas) tahun.29 
7. Menurut Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak 
adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum 
mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau 
layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-
undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak 
mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang 
amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan 
terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah 
pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam 
kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana 
kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud 
oleh Pasal 2 KUHPerdata.30 
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 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
29
 Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, Jakarta: 
Sinar Grafika, 1993,  hlm. 19. 
30
 Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
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8. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), anak adalah setiap manusia 
yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-
Undang yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia 
dewasa telah mencapai Iebih awal.31 
9. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada 
hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di 
bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI 
Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I 
Wayan Ruma melawan Ni Ktut Kartini. Kemudian di wiliayah 
Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun seperti Putusan Mahkamah 
Agung RI No: 601 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam 
perkara antara Moch Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM 
Panggabean dan Edward Panggabean.32  
Sedangkan menurut Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan 
bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah 
seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang 
dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, 
meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan 
kehidupan keluarga sendiri.33 
                                                          
31
 Pasal 1 Konvensi Hak Anak. 
32
 Nashriana, 2011,Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 
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Meskipun definisi tentang anak berbeda-beda namun yang harus 
diingat ialah bahwa seorang anak tidak dapat dikenakan 
pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih 
mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan berada dalam 
pengawasan orang tua atau walinya. Namun pembatasan anak dari segi 
umurnya tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang 
dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu 
dan relatif. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas 
akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Oleh karena itu 
penetuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat.34 
 
2. Pengertian Anak Nakal 
Menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 pengertian Anak 
Nakal adalah:35 
a. Anak yang melakukan tindak pidana.  
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak 
baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut 
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 
bersangkutan.  
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 Kemudian menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik dengan 
hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua 
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana.36 
 
3. Perbuatan Delinkuen/Kenakalan Remaja 
a. Pengertian Delinkuen 
Sama halnya pengertian anak, pengertian delinkuen juga belum 
seragam. Istilah delinkuen berasal dari delinquency, yang diartikan 
dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan 
delinkuensi. Kata delinkuensi atau delinquency di jumpai bergandengan 
dengan kata juvenile, dikarena deliquency erat kaitannya dengan anak, 
sedangkan kata delinquent act diartikan perbuatan yang melanggar norma 
dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh 
kelompok anak-anak, maka disebut deliquency. Jadi deliquency mengarah 
pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial 
masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.37 
Menurut Anthony M. Platt definisi delinquency adalah perbuatan 
anak yang meliputi (1) perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang 
dewasa, (2) perbuatan yang melanggar aturan Negara atau masyarakat, 
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(3) perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan 
tidak senonoh, tumbuh dijalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak 
baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan.38 
Adanya perbedaan pandangan penggunaan istilah delinquency, 
disebabkan pendekatan yang digunakan, latar belakang akademik, 
kekhususan ilmu yang digunakan dalam mengartikan delinquency. 
Perbedaan tersebut dapat dikategorikan dalam tiga pengertian, yaitu:39 
a. The legal definition (definisi secara hukum), yaitu definisi yang 
menitikberatkan pada perbuatannya atau perbuatan melanggar 
yang dilakukan seorang anak yang diklasifikasikan sebagai 
delinquency. Perbuatan yang digolongkan sebagai delinquency 
tentunya diatur dalam hukum yang tertulis,sehingga secara legal 
definition, delinquency adalah sejumlah tindakan yang apabila 
dilakukan oleh orang dewasa dinyatakan tindakan kriminal. Tindak 
kriminal yang dilarang diatur dalam perundang-undangan; 
b. The role definition (definisi pemerannya), yaitu definisi yang 
menitikberatkan kepada pelaku tindakan yang diklasifikasikan 
sebagai anak atau delinquent. Fokus utama dalam menentukan 
pengertian delinquency yaitu umur seseorang dibandingkan jenis 
pelanggaran yang dilakukannya, sehingga pengertian delinquency 
mengacu kepada siapa yang dianggap delinquent. Delinquent 
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seseorang yang mendukung sebuah bentuk pelanggaran dalam 
sebuah periode waktu tertentu dan berbeda dalam lingkungan pola 
perilaku menyimpang. Pelaku sendiri telah mempunyai komitmen 
lebih dahulu terhadap perbuatan melanggar dengan mengikuti 
perilaku melanggarnya. 
c. The societal response definition (definisi atas dasar tanggapan 
masyarakat), yaitu menitikberatkan pada penilaian masyarakat 
sebagai anggota kelompok masyarakat yang bereaksi terhadap 
pelaku tindak dan pada akhirnya menentukan apakah pelaku dan 
perbuatannya tersebut merupakan delinquency atau tidak. Aturan 
yang dibuat masyarakat di lingkungan pelaku bertujuan untuk 
melakukan perlindungan dan tanggungjawab pelaku yang 
melanggar atau delinquency. 
Kartini Kartono mengemukakan juvenile delinquency ialah perilaku 
jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit 
(patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan 
oleh suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang. Juvenile berasal dari 
bahasa latin juvenilis artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada 
masa muda dan sifat-sifat khas pada periode remaja. Delinquent berasal 
dari kata latin delinquere yang artinya terabaikan, mengabaikan, yang 
kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar 
aturan, pembuat rebut, pengacu, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, 
durjana, dusila dan lain-lain. Delinquency selalu berkonotasi serangan, 
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pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak muda di 
bawah usia 22 tahun.40 
Perbedaan definisi delinkuensi mengakibatkan timbulnya kesulitan 
dalam penentuan macam-macam jenis tingkah laku yang termasuk 
perbuatan delinkuen. Berdasarkan definisi delinkuensi di atas disimpulkan, 
delinkuensi adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan adat 
istiadat atau norma-norma hukum atau aturan tertentu yang berlaku di 
dalam kelompok masyarakat atau Negara dimana anak tersebut 
bertempat tinggal yang bersifat anti sosial dan atau melawan hukum.41 
Keadaan struktur sosial dan budaya yang ada di sekitarnya 
menjadi penyebab delinkuensi. Perkembangan struktur masyarakat sekitar 
dan keluarga seperti konflik orang tua menyebabkan delinkuensi. Bahkan 
delinkuensi terjadi karena adanya aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi 
oleh anak sehingga dia dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh 
suatu kelompok dalam masyarakat sosial yang ada di sekitarnya.  42 
Dari berbagai pendapat yang memeberikan batasan tentang 
kenakalan anak, menunjukkan bahwa juvenile delinquency adalah 
perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang 
apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Terlalu 
kejam apabila pelaku anak disebut sebagai penjahat anak bukan 
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kenakalan anak, sementara bila memerhatikan kebijakan 
Pelaksanaan/Eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (Anak 
Nakal), penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan 
bukan sebagai “Narapidana Anak” tetapi sebagai “Anak Didik 
Pemasyarakatan”.43 
Dalam KUHP Indonesia jelas terkandung makna bahwa suatu 
perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur: 44 
1. Adanya perbuatan manusia; 
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum; 
3. Adanya kesalahan; 
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan. 
Batasan yang demikian memang berlaku untuk orang dewasa, 
tetapi apabila pelakunya adalah anak, tentu ada hal-hal yang sangat 
berbeda dengan orang dewasa. Apalagi dalam KUHP di tegaskan bahwa 
seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atas syarat 
kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui dan menyadari 
bahwa perbuatannya itu terlarang menurut hukum yang berlaku, 
sedangkan seorang anak dengan karakteristik yang ada padanya karena 
ketidak mampuannya, berada dengan orang dewasa yang memiliki cara 
berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang telah sempurna, pribadi 
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yang telah mantap menampakkan rasa tanggungjawab sehingga dapat 
mempertanggungjawabkan atas segala sesuatu atau segala tindakan 
yang telah dipilihnya.45 
 
b. Konsepsi Penyebab Kenakalan Anak 
a. Teori Motivasi 
Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama 
dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. 
Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai 
lingkup dari kriminologi, akan sangat membantu dalam memberi 
masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang 
telah melakukan kenakalan. Artinya, berbicara tentang kenakalan 
anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi 
sehingga seorang anak melakukan kenakalan, dan pada akhirnya 
dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak 
dalam memberi reaksi atas kenakalannya.46 
b. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak 
Motivasi ekstrinsik kenakalan anak, meliputi: 
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a. Faktor Keluarga 
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat 
untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak 
mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga 
merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, akan tetapi 
merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan 
anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena 
itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam 
perkembangan anak..47 
b. Faktor Pendidikan dan Sekolah   
Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan 
jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut 
bertanggungjawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan 
keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (character). 
Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak 
langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan 
disekolah-sekolah. 
c. Faktor Pergaulan Anak 
Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan hidup 
terhadap anak terutama dalam konteks kultural atau 
kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang 
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menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri 
dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya 
yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka 
kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan 
subkultur yang baru yang sudah delinkuen sifatnya. 
d. Pengaruh Mass Media 
Sebenarnya apabila memperhatikan teori Kebijakan 
Kriminal yang dikemukakan oleh Marc Ancel (1996), mass 
media adalah salah satu sarana yang digunakan untuk 
melakukan pencegahan kejahatan. Namun, dalam kaitan 
perilaku delinkuen, mass media justru berpengaruh terhadap 
timbulnya suatu kenakalan. Hal ini memang dibenarkan, karena 
mass media dipahami berpengaruh pula terhadap 
perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk 
melakukan kenakalan, kadangkala timbul karena pengaruh 
bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi 
waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka 
hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka 
untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang 
berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan 
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seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan 
berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak.48 
c. Teori Differential Association 
Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya 
mendasar diri pada proses belajar. Kenakalan seperti juga kejahatan, 
bahkan seperti perilaku lainnya umumnya merupakan suatu yang di 
pelajari. Asumsi yang melandasi teori ini adalah: a criminal act occurs 
when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present.49 
d. Teori Anomie  
Teori Anomie yang diajukan oleh Robert Merton ini merupaka teori 
yang berorientasi pada kelas. John Hagan menyatakan merton is terested 
in exploring variations in crime and deviance by social class.  Istilah 
Anomie sendiri sebenarnya berasal dari ahli sosiologis Prancis, Emile 
Durkheim, yang berarti suatu keadaan tanpa norma. Konsep ini kemudian 
diformulasikan oleh Merton dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara 
kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam 
sikap dan perilaku kelompok. 
Merton dalam teorinya mencoba melihat keterkaitan antara tahap-
tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku delinkuen. Ia melihat 
bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu 
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kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan 
merupakan wujud reaksi “normal”.50 
e. Teori Kontrol Sosial  
Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa 
individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk 
menjadi “baik” atau menjadi “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya 
ditentukan oleh masyarakatnya. Ia akan menjadi baik apabila masyarakat 
membentuknya menjadi baik, dan sebaliknya ia akan menjadi jahat 
apabila masyrakat juga berkehendak demikian.51 
 
4. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia 
Menurut Pasal 1 Butir 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian 
tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 
diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 
dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
52. Sedangkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam 
hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari 
serta mengumpulakan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.53 
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Di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dikenal 
sebuah upaya penyelesaian perkara dengan jalan diversi. Dalam Pasal 1 
ayat (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa 
diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dapat dilakukan dalam 
hal tindak pidana yang di ancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh tahun) 
dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Di dalam proses 
diversi hal yang wajib diperhatikan ialah: 
1. Kepentingan korban 
2. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak 
3. Penghindaran stigma negatif 
4. Penghindaran pembalasan 
5. Keharmonisasian masyarakat 
6. Kepatutan,kesusilaan dan ketertiban umum 
Adapun tujuan dari upaya penyelesaian perkara dengan jalan 
diversi, ialah:54 
1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak 
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan 
3. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan 
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4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi 
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak 
Pada ketentuan Pasal 7 KUHAP, maka penyidik anak dalam 
melaksanakan kewajibannya mempunyai wewenang, berupa:55 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 
adanya tindak pidana; 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; 
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan; 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan 
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j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab. 
Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik terhadap 
perkara anak, yaitu:56 
1. Telah berpengalaman sebagai penyidik 
2. Mempunyai minat,perhatian, dedikasi dan memahami masalah 
anak 
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak 
 
a. Penangkapan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam 
melakukan penyidikan dan penyelidikan yang selanjutnya diatur dalam 
petunjuk pelaksananaan (juklak) dan petunjuk teknis (jeknis) kepolisian. 
Khusus tindakan penangkapan terhadap anak dengan hukum, polisi 
memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan 
terhadap anak, seperti:57 
1. Perlakukan anak dengan asas praduga tak bersalah. 
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2. Perlakukan anak dengan arif, santun dan bijaksana dan tidak seperti 
pelaku tindak pidana dewasa. 
3. Saat melakukan penangkapan segera memberitahu orang tua dan 
walinya. 
4. Anak tertangkap tangan segera memberitahukan orang tua atau 
waliya. 
5. Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab, polisi atau masyarakat berdasar pada asas 
kewajiban. 
Selanjutnya polisi dalam pemeriksaan terhadap anak, 
memperlakukan anak dengan pertimbangan keterbatasan, kemampuan 
ataupun verbal dibandingkan dengan orang dewasa bahkan dibandingkan 
dengan diri polisi itu sendiri. Tindakan yang salah terhadap anak membuat 
rasa trauma pada diri anak dimasa depan. Oleh karena itu, polisi dalam 
melakukan pemeriksaan mengupayakan terciptanya suasana yang akrab 
diantara penyidik yang sedang mewawancarai dan anak yang sedang 
diperiksa.58 
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b. Penahanan 
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa 
ditempat tertentu (Rumah Tahanan Negara) oleh penyidik atau 
Penuntut Umum atau Hakim. Artinya, penahanan dapat dilakukan 
apabila tersangka masih dalam proses peradilan pidana dan belum 
mendapatkan putusan (vonnis). Apabila akan dilakukan penahanan, 
harus ada surat perintah penahanan dari penyidik atau Penuntut 
Umum atau Hakim yang tembusannya diberikan kepada keluarganya. 
Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat 
sebagai berikut:59 
a. Anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih 
b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 
tujuh tahun atau lebih. 
Adapun lama penahanan dalam proses perkara anak sebagai berikut:60 
a. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 
7(tujuh) hari 
b. Penahanan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat 
melakukan penahan paling lama 5 (lima) hari. 
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c. Penahanan untuk kepentingan sidang dipengadilan dilakukan 
paling lama 10 (sepuluh) hari. 
d. Penahanan untuk kepentingan pemerikasaan ditingkat banding 
dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari. 
e. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat kasasi 
dilakukan paling lama 15 (lima belas) tahun. 
c. Penuntutan 
Menurut proses peradilan pidana, tahapan setelah penyidikan 
adalah penuntutan, yang dijalankan oleh Penuntut Umum. Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana memuat wewenang Penuntut 
Umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari 
penyidik atau penyidik pembantu. Setelah menerima dan memeriksa 
berkas perkara, penuntut berkewajiban mengadakan prapenuntutan 
apabila ada kekurangan pada penyidikan oleh pihak penyidik, dengan 
memberi petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat 
penyempurnaan berkas penyidikan dari penyidik.61 Penuntutan 
terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk 
oleh Jaksa Agung.  
Adapun syarat untuk ditetapkan sebagai Penuntut Umum 
terhadap perkara anak, ialah: 
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a. Telah berpengalaman seb 
b. agai Penuntut Umum 
c. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami 
masalah anak 
d. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. 
Menurut Pasal 14 KUHAP yang menjadi kewenangan Penuntut 
Umum dalam perkara anak nakal, yaitu: 
a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 
atau penyidik pembantu; 
b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka 
penyempurnaan penyidikan dari penyidik; 
c. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 
penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah 
perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 
d. Membuat surat dakwaan; 
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan; 
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan 
hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat 
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panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi, untuk datang pada 
sidang yang telah ditentukan; 
g. Melakukan penuntutan; 
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum; 
i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab 
sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini; 
dan 
j. Melaksanakan penetapan Hakim. 
 
d. Persidangan  
Menurut ketentuan Pasal 47 UU Pengadilan Anak, untuk 
kepentingan pemeriksaan, Hakim sidang pengadilan berwenang 
mengeluarkan surat perintah penahanan anak untuk paling lama 15 (lima 
belas) hari, jika belum selesai diperpanjang penahanan hingga 30 (tiga 
puluh) hari. Jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari keluar demi 
kepentingan hukum. 62 
Dalam pelaksanaannya sidang pengadilan bagi anak adalah 
tertutup dan suasana pada sidang anak harus menimbulkan keyakinan 
pada anak dan orang tua bahwa Hakim ingin membantu memecahkan 
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masalah pada anak. Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam 
tingkat pertama dengan Hakim tunggal.  
 
C. Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam 
1. Pengertian Senjata Tajam 
Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, 
membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan 
untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk 
mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk 
merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. 
Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru 
kendali balistik.63 
Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) 
huruf e dijelaskan bahwa  pengertian senjata tajam  adalah senjata 
penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-
barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk 
pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan 
yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau 
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barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 
12/Drt/1951. 64 
Berikut adalah beberapa jenis senjata tajam yang dapat 
dipergunakan untuk melakukan kejahatan, antara lain: 65 
a. Parang 
Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa. 
Bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah 
sebagai alat potong atau alat tebas (terutama semak belukar) kala 
penggunanya keluar masuk hutan. Parang juga digunakan untuk 
pertanian. Parang juga merupakan senjata khas orang Melayu di 
kampung-kampung pada zaman dahulu. Sedangkan masyarakat Melayu 
di Jawa dan Sumatra menjadikan parang sebagai salah satu senjata 
pertempuran. 
b. Badik  
Badik atau badek adalah pisau dengan bentuk khas yang 
dikembangkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Badik bersisi tajam 
tunggal atau ganda, dengan panjang mencapai sekitar setengah meter. 
Seperti keris, bentuknya asimetris dan bilahnya kerap kali dihiasi dengan 
pamor. Namun demikian, berbeda dari keris, badik tidak pernah 
memiliki ganja (penyangga bilah). Menurut pandangan orang Bugis 
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Makassar, setiap jenis badik memiliki kekuatan sakti (gaib). Kekuatan ini 
dapat memengaruhi kondisi, keadaan, dan proses kehidupan pemiliknya. 
Sejalan dengan itu, terdapat kepercayaan bahwa badik juga mampu 
menimbulkan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran 
ataupun kemelaratan, kemiskinan dan penderitaan bagi yang 
menyimpannya. Sejak ratusan tahun silam, badik dipergunakan bukan 
hanya sebagai senjata untuk membela diri dan berburu tetapi juga 
sebagai identitas diri dari suatu kelompok etnis atau kebudayaan. Badik ini 
tidak hanya terkenal di daerah Makassar saja, tetapi juga terdapat di 
daerah Bugis dan Mandar dengan nama dan bentuk berbeda. 
c. Keris  
Keris adalah senjata tikam golongan belati dengan banyak fungsi 
budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. 
Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena 
tidak simetris di bagian pangkal yang melebar, seringkali bilahnya berliku-
liku, dan banyak di antaranya memiliki pamor, yaitu guratan-guratan logam 
cerah pada helai bilah. Pada masa lalu keris berfungsi sebagai senjata 
dalam duel/peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. 
Pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesori 
dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda 
koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. 
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d. Golok  
Golok adalah pisau besar dan berat yang digunakan sebagai alat 
berkebun sekaligus senjata yang jamak ditemui di Asia Tenggara. Hingga 
saat ini kita juga bisa melihat golok digunakan sebagai senjata dalam silat. 
 Ukuran, berat, dan bentuknya bervariasi tergantung dari pandai besi yang 
membuatnya. 
e. Celurit 
Celurit, atau Sabit adalah alat pertanian berupa pisau melengkung 
menyerupai bulan sabit. Meskipun memiliki bentuk yang sama, secara 
bahasa Arit cenderung bersifat sebagai alat pertanian, sedangkan Celurit 
 lebih mengacu pada senjata tajam. Celurit juga merupakan senjata khas 
dari suku Madura, Indonesia dan biasa digunakan sebagai senjata carok. 
Senjata ini sudah melegenda sebagai senjata yang biasa digunakan oleh 
tokoh yang bernama Sakera. Masyarakat Madura akan “mengisi” celurit 
dengan khodam dengan cara merafalkan doa-doa sebelum melakukan 
carok. 
f. Tombak  
Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga “Poke” adalah 
senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya runcing dan tajam. 
Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu 
pekerjaan, biasanya digunakan untuk berburu. 
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g. Pedang  
Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah 
panjang.pedang dapat memiliki dua sisi tajam atau hanya satu sisi tajam 
saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainyapedang 
biasanya memiliki prestise lebih atau paling tinggi.bilah pedang biasanya 
dibuat dari logam keras seperti besi atau baja. Meski begitu terdapat 
pedang dari emas yang digunakan sebagai hiasan saja. 
h. Panah  
Panah  adalah jenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi atau 
besi bekas yang dibuat sebagai senjata. Dan menggunkan ketapel 
sebagai pendorong. Di Makassar Ketapel Panah cukup populer di 
kalangan masayarakat, Karena mudah dibuat dan harganya pembuatanya 
juga terbilang cukup murah, maka dari itu mulai dari kalangan anak-anak 
sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkanya, dan belakangan ini 
cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat 
perang. 
 
2. Penggunaan Senjata Tajam Tanpa Hak Ditinjau Dari Undang-
Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam Dan 
Api  
Membawa senjata tajam apalagi menggunakannya tanpa memiliki 
hak/ izin merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar 
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ketentuan Undang-undang, disebabkan karena telah ada ketentuan yang 
mengatur tentang senjata tajam yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1951 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :66 
“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, 
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan 
atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau 
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata 
penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), 
dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh 
tahun.” 
Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri 
Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai 
penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka.  
 Adapun tata cara memperoleh surat keterangan dari kepolisian 
adalah sebagai berikut : 
1. Melengkapi kelengkapan admistrasi yaitu :  
a. Fotocopy kartu penduduk  
b. Fotocopy kartu keluarga  
c. Surat keterangan dokter  
d. Surat keterangan hasil psikologi  
e. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)  
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f. Surat pernyataan permohonan  
g. Rekomendasi dari Kapoltabes/Resta/Res setempat  
h. Pas foto berukuran 3x4 cm sebanyak 6 lembar dan 2x3 cm 
sebanyak 5 lembar (latar merah)  
2. Mengikuti wawancara tentang maksud tujuan memperoleh surat 
keterangan kepemilikan.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis di Kota Makassar yaitu 
Pengadilan Negeri Makassar, yang terletak di jalan RA. Kartini No. 18, 
Makassar. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena Hakim yang 
memutus putusan pengadilan No.956/Pid.B/2014/PN.Mks masih bekerja 
dan bertugas pada Pengadilan Negeri Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data  
1. Jenis Data 
a. Data Primer  
Yaitu data yang diperoleh di lapangan seperti hasil wawancara 
yang dilakukan dengan Hakim yang memutus perkara putusan 
pengadilan No.956/Pid.B/2014/PN.Mks 
b. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
langsung melalui penelitian kepustakaan (Library Research) 
baik melalui pengumpulan dan inventarisasi buku-buku ilmu 
hukum, karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, 
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internet, media cetak, dokumen-dokumen, termasuk pula data 
yang bersumber dari Pengadilan Negeri Makassar serta bacaan 
lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan 
dibahas.  
2. Sumber Data  
a. Penelitian Kepustakaan (library research)  
Yaitu data yang diperoleh dari membaca buku-buku, literatur-
literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
penulisan ini, terutama yang berkaitan dengan rumusan masalah 
kedua pada karya skripsi ini, yang merupakan kajian normatif 
terkait dengan urgensi penerapan hukum tindak pidana secara 
tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam yang 
dilakukan oleh anak, khususnya di Kota Makassar.  
b. Penelitian Lapangan (field research)  
Untuk mendapatkan data lapangan penulis turun langsung ke 
lapangan mewawancarai narasumber yang menjadi sampel di 
penelitian ini yaitu Hakim yang memutus perkara putusan 
pengadilan No.956/Pid.B/2014/PN.Mks 
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C. Teknik Pengumpulan Data  
Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal 
yang diteliti, peneliti menggunakan instrument sebagai berikut : 
1. Wawancara, penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali dan 
mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau melalui 
observasi atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas 
suatu persoalan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara 
dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman 
wawancara (interview guide) terhadap Hakim yang memutus perkara 
putusan pengadilan No.956/Pid.B/2014/PN.Mks 
2. Dokumentasi yaitu penelusuran data melalui studi kepustakaan untuk 
mengumpulkan data tertulis yang tidak didapatkan melalui instrument 
pengumpulan data lainnya.  
 
D.  Analisis Data  
Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh oleh 
penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan 
teknik deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh diperkuliahan 
dan literature yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan di 
atas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk 
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penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif 
yang ditemukan di lokasi penelitian. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Terhadap Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Membawa 
atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak dalam Studi 
Kasus Putusan Nomor 956/Pid.B/2014/PN.Mks. 
Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam 
dengan pidana oleh undang-undang, yang bertentangan dengan hukum 
dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu 
bertanggung jawab.  
 Kasus yang penulis bahas yakni mengenai tindak pidana membawa 
atau menyimpan senjata tajam tanpa hak oleh anak Studi Kasus Putusan 
Nomor: 956/Pid.B/2014/PN.Mks yang didakwa dengan dakwaan yang 
disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu: Terdakwa Melanggar Pasal 
2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951.   
1. Identitas Terdakwa 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan perkara atas 
nama Terdakwa ASRAF HANAFENG, Tempat lahir Makassar, 17 
September 1998 , Umur 16 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, 
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. A. P. Pettarani III 
No.2 Kota Makassar, Agama Islam , Pekerjaan Pelajar.  
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2. Posisi Kasus  
Awal mula kejadian pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014 
sekitar pukul 04.00 WITA yang bertempat di Jalan Toa Dg III 
Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang 
dilakukan oleh anak laki-laki bernama Asraf Hanafeng. Pada 
mulanya Asraf Hanafeng keluar dari rumahnya dan membawa 1 
(satu) buah ketapel beserta 1 (satu) buah anak panah menuju ke 
Jalan Toa Daeng III untuk berkumpul bersama teman-teman 
tersangka untuk mempersiapkan diri jika datang serangan dari anak 
Tello Baru. 
Namun saat tersangka masih menunggu dan 
mempersiapkan diri menghadapi serangan tersebut datang 
anggota kepolisian yang mendapat informasi dari warga jika akan 
terjadi perang. Polisi yang ada ditempat kejadian melakukan 
pemeriksaan dan menemukan tersangka dengan 1 (satu) buah 
ketapel beserta 1 (satu) buah anak panah yang tersangka simpan 
di bawah televisi didekat tersangka. Asraf Hanafeng mengaku 
kepada petugas kepolisian bahwa barang tersebut adalah miliknya 
yang akan digunakan untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan diri 
jika terjadi serangan namun barang tersebut tidak dilengkapi surat 
ijin dari pihak yang berwenang. 
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3. Dakwaan Penuntut Umum 
Perkara Tindak Pidana Membawa, Menyimpan, menguasai atau 
memiliki senjata tajam tanpa hak dengan Nomor Register Perkara 
956/Pid.B/2014/PN.Mks dan surat pelimpahan perkara Acara 
Perkara Biasa Nomor: B-951/R.4.103/Epp/04/201 tanggal 12 Juni 
2014, yang dilakukan oleh terdakwa Asraf Hanafeng alias Asraf 
oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan 
tunggal.  
Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak Pidana 
membawa, menyimpan, menguasai atau memiliki senjata tajam 
tanpa hak yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan 
sebagai berikut: 
 Bahwa ia terdakwa ASRAF HANAFENG Pada hari Minggu 
tanggal 11 Mei 2014, Pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu-waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Toa Daeng 
III, Kelurahan Batua Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada 
tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan 
sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya berupa 1 (satu) 
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buah ketapel beserta 1 (satu) buah anak panah yang dilakukan 
oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
 Bahwa berawal ketika terdakwa keluar dari rumahnya dan 
membawa 1 (satu) buah ketapel beserta 1 (satu) buah anak panah 
menuju ke Jalan Toa Daeng III untuk berkumpul bersama dengan 
teman-teman terdakwa untuk mempersiapkan diri jika datang 
serangan dari anak Tello Baru, namun saat terdakwa masih 
menunggu dan mempersiapkan diri menghadapi serangan tersebut 
datang anggota kepolisian yang mendapat informasi dari warga jika 
akan terjadi perang. Oleh petugas kepolisian melakukan 
pemeriksaan dan menemukan terdakwa dengan 1 (satu) buah 
ketapel dan 1 (satu) buah anak panah yang terdakwa simpan di 
bawah tempat televisi didekat terdakwa sehingga terdakwa 
diinterogasi dan terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah 
milik terdakwa yang disimpan dibawa televisi guna mempersiapkan 
diri jika terjadi serangan namun barang tersebut tidak dilengkapi 
surat ijin dari pihak yang berwenang.  
 Perbuatan terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 
1951 Tentang Senjata Tajam. Adapun unsur-unsur dari Pasal 2 
ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN No.78/1951 adalah sebagai berikut: 
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1. Barangsiapa 
Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja 
orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana 
dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang 
disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah 
membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam 
persidangan ini adalah ASRAF HANAFENG sebagai manusia 
yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.  
Bahwa fakta tersebut di atas, maka unsur barang siapa” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hakim. 
2. Tanpa hak membawa, menyimpan, mempunyai dalam miliknya, 
menyembunyikan sesuatu senjata penusuk atau senjata 
lainnya. 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang  
didukung dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh 
fakta bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 11 Mei 2014 
sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan Toa Daeng III 
Kecamatan Manggala Kota Makassar terdakwa ditemukan 
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membawa atau menyimpan 1 (satu) buah busur berjambul tali 
rapiah warna kuning yang terbuat dari besi terali motor untuk 
mempersiapkan diri jika ada serangan dari anak Tello Baru, 
namun belum sempat melakukan penyerangan anggota 
kepolisian datang ketempat tersebut, mendengar ada petugas 
kepolisian terdakwa takut dan langsung mengambil 1 (satu) 
buah busur berjambul tali rapiah warna kuning yang awalnya 
disimpan disamping terdakwa, namun dilihat oleh petugas 
sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan 
petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah busur 
berjambul tali rapiah yang terbuat dari besi terali motor 
kemudian terdakwa diamankan dan dipertanyakan atas 
kepemilikan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan 
tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang. 
Bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut 
Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang 
semua telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut 
cara agamanya masing-masing yaitu: 
1. Saksi Yandu Syarif, pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
 Bahwa pada hari Minggu Tanggal 11 Mei 2014 sekitar 
pukul 04.00 wita Jalan Toa Daeng III Kec. Manggala, 
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Kota Makassar, ditemukan senjata tajam atau penusuk 
berupa 1 (satu) buah busur berjambul tali rapiah warna 
kuning adalah milik terdakwa.  
 Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari 
warga jika akan terjadi perang kelompok antara anak Toa 
Daeng dan anak Tello Baru sehingga saksi menuju 
ketempat tersebut. 
 Bahwa benar awalnya terdakwa sementara berada 
dirumah kost milik teman terdakwa sementara kumpul-
kumpul bersama dengan teman-temannya beberapa saat 
itu terdakwa bermain gitar dan menyimpan busur 
disamping terdakwa namun ketika terdakwa meilhat saksi 
datang terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah 
busur dan 1 (satu) buah ketapel besi yang disimpan 
disampingnya kemudian menyembunyikannya namun 
terlihat oleh saksi sihingga dilakukan pemeriksaan dan 
berhasil menemukan 1 (satu) buah busur berjambul tali 
rapiah warna kuning terbuat dari besi terali sepeda motor. 
 Bahwa benar terdakwa sebelumnya menyimpan 1 (satu) 
buah  busur berjambul tali rapiah warna kuning terbuat 
dari besi sepeda motor ditemukan pada diri terdakwa. 
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 Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam untuk 
jaga diri. 
 Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa atas 1 
(satu) buah busur terbuat dari besi terali motor yang 
terdakwa bawa dan terdakwa mengakui adalah miliknya 
dan tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang. 
2. Saksi Djunardi, pada pokonya menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa pada hari Minggu Tanggal 11 Mei 2014 sekitar 
pukul 04.00 wita Jalan Toa Daeng III Kec. Manggala, 
Kota Makassar, ditemukan senjata tajam atau penusuk 
berupa 1 (satu) buah busur berjambul tali rapiah adalah 
milik terdakwa.  
 Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari 
warga jika akan terjadi perang kelompok antara anak Toa 
Daeng dan anak Tello Baru sehinggak saksi menuju 
ketempat tersebut. 
 Bahwa benar berawal terdakwa sementara berada 
diruma kost milik teman terdakwa sementara kumpul-
kumpul bersama dengan teman-temannya beberapa saat 
itu terdakwa bermain gitar dan menyimpan busur 
disamping terdakwa namun ketika terdakwa meilhat saksi 
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datang terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah 
busur dan 1 (satu) buah ketapel besi yang disimpan 
disampingnya kemudian menyembunyikannya namun 
terlihat oleh saksi sihingga dilakukan pemeriksaan dan 
berhasil menemukan 1 (satu) buah busur berjambul tali 
rapiah warna kuning terbuat dari besi terali sepeda motor. 
 Bahwa benar terdakwa sebelumnya menyimpan 1 (satu) 
buah  busur berjambul tali rapiah warna kuning terbuat 
dari besi sepeda motor ditemukan pada diri terdakwa. 
 Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam untuk 
jaga diri. 
 Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa atas 1 
(satu) buah busur terbuat dari besi terali motor yang 
terdakwa bawa dan terdakwa mengakui adalah miliknya 
dan tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang. 
3. Saksi Sudirman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa benar terdakwa diperiksa tanggal 11 Mei pukul 
21.00 wita didampingi oleh orang tua terdakwa. 
 Bahwa benar saksi memeriksa terdakwa tidak ada 
tekanan maupun kekerasan apapun. 
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 Bahwa benar saat memeriksa terdakwa mengakui jika 
barang bukti berupa 1 (satu) buah busur jenis busur 
baling-baling adalah milik terdakwa. 
 Bahwa benar saksi menyuruh terdakwa untuk 
membacanya sebelum menandatangani berita acara 
pemeriksaan tersebut 
 Bahwa benar saksi pada berita acara keterangan 
tersangka di dalam berkas berdasarkan keterangan 
terdakwa sendiri apa yang terdakwa katakan itu yang 
saksi tuangkan ke dalam berkas perkara. 
 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian yang di atas, dan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan 
dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan 
Negeri Makassar MENUNTUT supaya kiranya Majelas Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusanya terhadap 
terdakwa sebagai berikut:  
1. Menyatakan terdakwa ASRAF HANAFENG, bersalah 
melakukan tndak pidana “secara tanpa hak membawa atau 
menyimpan senjata tajam“ sebagiamana diatur dan diancam 
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pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12 Tahun 1951 LN 
No.78/1951, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum.  
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRAF HANAFENG 
selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.  
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) buah ketapel dari besi 
dan 1 (satu) buah anak panah berjambul tali rapiah warna 
kuning dirampas dan dimusnakan. 
4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).  
 
5. Komentar Penulis 
 Surat dakwaan atau tuduhan adalah surat atau akta yang 
memuat suatu perumusan tindak pidana yang dituduhkan 
(didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat 
pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi Hakim untuk 
melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa 
dapat dijatuhi hukuman. Menurut Pasal 143 KUHAP, bahwa surat 
dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi, ialah67: 
 
                                                          
67
 Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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a. Syarat-syarat Formil 
Syarat formil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 
ayat (2) huruf a KUHAP, yang mencakup: 
1. Diberi tanggal; 
2. Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi: 
a. Nama lengkap; 
b. Tempat, umur/tanggal lahir; 
c. Jenis kelamin; 
d. Kebangsaan; 
e. Tempat tinggal; 
f. Agama, dan 
g. Pekerjaan 
3. Ditandatangani oleh Penuntut Umum 
b. Syarat-syarat Materil 
Syarat materil menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa 
surat dakwaan harus memuai uraian secara cermat, jelas, dan 
lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkan waktu (tempus delicti) dan tempat tindak pidana itu 
dilakukan (locus delicti).  
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Adapun jenis-jenis dakwaan dibagi menjadi 5 (lima) yaitu:  
1. Dakwaan tunggal , yaitu hanya satu jenis tindak pidana saja 
yang didakwakan kepada terdakwa, yakni melanggar 
ketentuan Pasal tersebut.  
2. Dakwaan alternatif, yaitu ada beberapa banyak dakwaan 
tetapi hanya satu yang harus dibuktikan tergantung dari hasil 
persidangan.  
3. Dakwaan kumulatif, yaitu banyak dakwaan atau banyak 
pelanggaran (banyak Pasal). 
4. Dakwaan subsidaritas (bersusun), dakwaan yang bersusun 
yaitu dakwaan primer (yang harus dibuktikan terlebih dahulu 
atau dari segi ancaman pidana) dan dakwaan subsidair. 
Perkara yang sama tidak bisa dilakukan dua kali berdasarkan 
fakta-fakta di persidangan atau beberapa tindak pidana.  
5. Dakwaan gabungan (kombinasi) dari dakwaan kumulatif, 
dakwaan alternatif dan dakwaan subsidaritas. 
Dalam perkara dengan nomor register 
956/Pid.B/2014/PN.Mks ini, dakwaan yang digunakan oleh 
Penuntut Umum ialah dakwaan tunggal, artinya hanya ada satu 
tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa yakni 
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melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 
1951 LN 1951 No. 78 Tentang Senjata Tajam.  
Berdasarkan putusan perkara No.956/Pid.B/2014/PN.Mks, 
menyatakan bahwa terdakwa ASRAF HANAFENG terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “Membawa, Menyimpan, 
Menguasai, atau Memiliki Senjata Tajam”, sebagaimana diatur dan 
diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 (LN 
No.78/1951). 
Berikut merupakan bunyi Pasal 2 ayat (1) UU 
No.12/Drt/1951 (LN No.78/1951) :  
“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia 
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, 
mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau 
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari 
Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata 
penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 
sepuluh tahun.” 
 
Adapun unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 
LN No.78/1951, yatiu sebagai berikut: 
1. Barang siapa 
 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
sendiri yang telah membenarkan identitasnya sendiri dalam 
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surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang 
diajukan dalam persidangan ini adalah ASRAF HANAFENG 
sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatannya. 
2. Tanpa hak membawa, menyimpan, mempunyai dalam miliknya, 
menyembunyikan sesuatu senjata penusuk atau senjata 
lainnya. 
 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
sendiri, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa ASRAF 
HANAFENG telah terbukti membawa atau menympan 1 (satu) 
buah ketapel dari besi dan 1(satu) buah anak panah berjambul 
tali rapiah warna kuning. 
 Berdasarkan uraian di atas maka penulis berpendapat bahwa 
penerapan hukum terhadap tindak Pidana secara tanpa hak 
membawa atau menyimpan senjata tajam yang dilakukan oleh anak 
dalam Perkara Putusan No.956/Pid.B/2014/PN.Mks. telah sesuai 
dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana dalam 
unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delik . 
 Setelah penulis menganalisis dakwaan Penuntut Umum dalam 
kasus tersebut di atas, maka dakwaan jaksa Penuntut Umum telah 
memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yang telah menguraikan 
73 
 
secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa 
maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatanya serta 
tempat perbuatan itu berlangsung sesuai yang disyaratkan pada 
Pasal 143 KUHAP tentang syarat-syarat surat dakwaan, sehingga 
dengan demikian maka menurut penulis, dakwaan tersebut telah 
memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU 
No.12/Drt/1951 (LN No.78/1951) tentang senjata tajam. 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pada 
Anak yang Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak 
dalam Perkara Putusan No.956/Pid.B/2014/PN.Mks.  
1. Pertimbangan Hakim  
Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh 
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam 
surat dakwaan Nomor Register Perkara:  
PDM-381/Mks/Ep/06/2014 tertanggal 12 Juni 2014 yaitu sebagai 
berikut: 
Dakwaan: 
 Bahwa ia terdakwa ASRAF HANAFENG Pada hari Minggu 
tanggal 11 Mei 2014, Pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada 
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waktu-waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Toa Daeng 
III, Kelurahan Batua Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada 
tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persedian 
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu 
senjata penusuk atau senjata tajam lainnya berupa 1 (satu) buah 
ketapel beserta 1 (satu) buah anak panah yang dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
 Bahwa berawal ketika terdakwa keluar dari rumahnya dan 
membawa 1 (satu) buah ketapel beserta 1 (satu) buah anak 
panah menuju ke Jalan Toa Daeng III untuk berkumpul 
bersama dengan teman-teman terdakwa untuk 
mempersiapkan diri jika datang serangan dari anak tello 
baru, namun saat terdakwa masih menunggu dan 
mempersiapkan diri menghadapi serangan tersebut datang 
anggota kepolisian yang mendapat informasi dari warga jika 
akan terjadi perang. Oleh petugas kepolisian melakukan 
pemriksaan dan menemukan terdakwa dengan 1 (satu) buah 
ketapel dan 1 (satu) buah anak panah yang terdakwa 
simpan di bawah tempat televisi didekat terdakwa sehingga 
terdakwa diintrogasi dan terdakwa mengakui jika barang 
tersebut adalah milik terdakwa yang disimpan dibawa televisi 
guna mempersiapkan diri jika terjadi serangan namun 
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barang tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang 
berwenang.  
 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 
Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam. 
 Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar 
keterangan beberapa saksi di bawah sumpah menurut 
agamanya masing-masing antara lain sebagai berikut: 
Saksi YANDU SYARIF dan DJUNARDI telah memberikan 
keterangan sesuai apa yang diberikan kepada penyidik dan 
keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan 
dimana keterangannya pada pokonya telah mendukung 
dakwaan Penuntut Umum dan memberatkan perbuatan 
terdakwa; 
 Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan 
diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah 
dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa 
sebagai barang yang telah dibuat pada saat terdakwa 
melakukan kejahatan nya tersebut; 
 Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah 
memberikan keterangan yang pada pokoknya telah 
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mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut telah 
termua dalam berita acara persidangan ini; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, 
maka didapatlah fakta-fakta dipersidangan, dimana 
keterangan para saksi yang didengar keterangannya di 
bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling 
berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa 
serta dengan diajukan barang bukti dipersidangan maka 
unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal dakwaan jaksa 
Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; 
 Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam 
rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan 
terdakwa maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah 
menurut hukum dan Hakim yakin akan kesalahan terdakwa 
telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum; 
 Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat 
dipertanggung jawabkan kepadanya maka Hakim akan 
mempertimbangkan sebagai berikut; 
 Menimbang, bahwa Hakim tidak melihat adanya alasan 
penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut sehinggan 
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perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya; 
 Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan terdakwa telah 
terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya 
karenanya harus dihukum pula untuk membayar ongkos 
perkara; 
 Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, 
penahanan terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa 
menghindarkan diri dari oelaksanaan hukuman yang akan 
dijatuhkan; 
 Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam 
tahanan seluruhnya haruslah dikurangkan dari hukuman 
yang akan dijatuhkan kepada terdakwa; 
 Menimbang, bahwa barang bukti  yang diajukan 
dipersidangan haruslah dirampas untuk dimusnakan; 
 Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa terlebiih dahulu  perlu mempertimbangkan hal-hal 
yang ada pada diri terdakwa bak hal-hal yang memberatkan 
maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga 
putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa 
keadilan; 
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 Hal-hal yang memberatkan: 
 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan 
menimbulkan ketakutan bagi warga disekitar. 
 Hal-hal yang meringankan: 
 Terdakwa masih di bawah umur yang masih perlu 
dibimbing dan ingin menggapai masa depan; 
 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak 
akan mengulanginya lagi; 
 Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya. 
 
2. Amar Putusan 
 Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkara 
Nomor:956/Pid.B/2014/PN.Mks adalah sebagai berikut: 
1. Mentapkan terdakwa Asraf Hanafeng bersalah melakukan 
tindak pidana “Membawa, Menyimpan, Menguasai atau Memiliki 
Senjata Tajam; 
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
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4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah ketapel dari 
besi dan 1 (satu) buah anak panah berjambul tali rupiah warna 
kuning, dirampas untuk dimusnahkan; 
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah). 
 
3. Komentar Penulis 
 Dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana, putusan pengadilan atau putusan  adalah pernyataan  yang 
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
  yang memeriksa dan memutus Perkara 
Nomor:956/Pid.B/2014/PN.Mks adalah  anak. Adapun syarat-syarat 
untuk dapat ditetapkan sebagai  anak antara lain68:  
a. Telah berpengalaman sebagai  di pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Umum.  
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah 
anak.  
                                                          
68
 Undang-undang  No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.  
Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, Majelis  
memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan umum, terpenuhinya 
unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan serta tetap 
memperhatikan undang-undang pengadilan anak dan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatanya sesuai dengan pututsan yang 
dijatuhkan oleh majelis .  
Pertimbangan putusan pengadilan negeri dapat dibagi menjadi dua, 
yaitu: 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan pengadilan negeri yang didasarkan kepada fakta-fakta 
yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasi sebagai fakta 
yuridis sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-
undangan dapat kita sebut sebagai pertimbangan yuridis. Seperti 
halnya pertimbangan yang terdapat dalam pututsan 
No.956/Pid.B/2014/PN.Mks.  
2. Pertimbangan nonyuridis  
Pertimbangan nonyuridis adalah pertimbangan  yang didasarkan pada 
suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat 
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tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan 
struktur masyarakat.  
Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum  
dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan 
No.956/Pid.B/2014/PN.Mks, bahwa sanksi yang diberikan sudah tepat 
jika melihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan 
dari terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam 
perkara putusan No.956/Pid.B/2014/PN.Mks ialah perbuatan terdakwa 
meresahkan masyarakat dan menimbulkan ketakutan bagi warga 
disekitar, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa ialah 
terdakwa masih di bawah umur yang masih perlu dibimbing dan ingin 
menggapai masa depan, terdakwa menyesali perbuatannya dan 
berjani tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa masih ingin 
melanjutkan sekolahnya. Dengan sanksi pidana penjara 3 (tiga) bulan 
yang dijatuhkan oleh  diharapkan mampu memberi efek jera kepada 
terdakwa dan terdakwa diharapkan tidak mengulangi perbuatannya 
dikemudian hari. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan rumusan masalah hasil penelitian dan pembahasan maka 
ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
1. Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa 
ASRAF HANAFENG telah sesuai dengan dakwaan yang 
didakwakan oleh Penuntut Umum yakni Pasal 2 ayat (1) UU 
Darurat No. 12 Tahun 1951/ LN No. 78 Tahun 1951 yaitu tentang 
Menyimpan, membawa, menguasai, dan atau memiliki senjata 
tajam. Berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, 
keterangan terdakwa, dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan 
rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap 
mampu mempertanggujawabkan perbuatannya sesuai dengan 
putusan yang dijatuhkan oleh majelis , dengan menjalani pidana 
penjara selama 3 (tiga) bulan dan membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).  
2. Dalam memutus perkara majelis  mempunyai pertimbangan-
pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa 
Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal 
yang didakwakan serta undang-undang pengadilan anak dan tidak 
ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah. Kemudian 
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adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan 
terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan 
ketakutan bagi warga sekita, sedangkan ha-hal yang meringankan 
terdakwa yaitu terdakwa masih di bawah umur yang masih perlu 
bimibingan dan ingin menggapai masa depan, terdakwa menyesali 
perbuatnnya dan berjanji tidak akan mengulanginya dan terdakwa 
masih ingin melanjutkan sekolahnya. Kedua hal tersebut juga 
menjadi dasar pertimbangan  dalam menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa. 
 
B. Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran 
sebagai berikut : 
1. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk 
membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak 
mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama, sehingga 
diharapkan keluarga terutama para orang tua dapat lebih 
memperhatikan dan memberikan pengajaran tentang bahayanya 
membawa senjata tajam dan memperhatikan tempat dan teman 
pergaulan anak agar orang tua dapat memproteksi anaknya dari 
hal-hal yang bersifat melawan hukum seperti halnya perang antar 
kelompok dengan menggunakan senjata tajam.  
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2. Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata tajam 
yang sering terjadi maka aparat penegak hukum, masyarakat 
dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat bekerja sama 
memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan 
menyeluruh mengenai dampak dari kejahatan dengan 
menggunakan senjata tajam, terutama penyuluhan terhadap anak.  
3. Diharapkan agar aparat kepolisian, TNI dan masyarakat umum 
dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap 
kepemilikan senjata tajam baik yang legal maupun illegal. 
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